TANTANGAN GURU PKn DI ERA GLOBAL by santoso, -
1 
 
TANTANGAN GURU PKn DI ERA GLOBAL 
 
Santoso 






Guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran penting 
sebagai salah satu penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang 
langsung bersinggungan dengan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang efektif dan efisien yang muaranya akan menghasilkan lulusan 
yang diharapkan. Guru PKn di era global merupakan salah satu guru yang 
memiliki peran yang sangat penting mengingat pengaruh arus globalisasi yang 
bisa berdampak negatif terhadap moral siswa. Kinerja guru PKn harus selalu 
ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas 
sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global semakin meningkat. 
Rumusah masalah yang akan dikaji adalah 1). Bagaimana guru mata pelajaran 
PKn yang profesional di era global? 2. Bagaimana tantangan guru PKn di era 
global?. 
Guru PKn yang profesional harus memiliki empat kompetensi yang sudah 
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri 
dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesianal. Dari keempat kopetensi yang harus dimiliki guru tersebut 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ke empat-empatnya merupakan 
komponen yang terintegarsi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang 
profesional. Guru PKn diharapkan tidak hanya transfer knowledge, tetapi harus 
bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. 
Tantangan guru PKn di era global semakin berat mengingat guru PKn dituntut 
untuk menjadi guru yang bisa membentuk perilaku para siswa yang memiliki 
moral yang baik. Untuk membentuk menjadi warga Negara yang memiliki moral 
yang baik tidak mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang 
semakin pesat selain berdampak positif juga negatif. Apabila peserta didik tidak 
memiliki moral yang kuat tentunya siswa akan terpengaruh pada hal-hal yang 
negatif yang bisa merusak moral siswa. 
 




 Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Negara Indonesia sudah merdeka dari Tahun 1945, akan tetapi kalau kita 
lihat apakah tujuan Negara tersebut sudah tercapai dengan baik? Tentunya masih 
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belum. Hal ini bisa kita lihat dari kualitas pendidikan yang masih tertinggal 
dengan Negara lainnya di Asia. Menurut survei Political and Economic Risk 
Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 
dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang 
dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya 
saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang 
disurvei di dunia.  
Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang 
(2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja 
yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program 
(PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang 
mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan 
dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan 
dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Penyebab rendahnya mutu 
pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan 
standardisasi pengajaran (Mulyasa, 2005:5). 
Berdasarkan data diatas sudah saatnya pendidikan di Indonesia segera untuk di 
tingkatkan kualitasnya supaya tidak ketinggalan dengan negara lainnya. 
Pendidikan sebagai salah satu pilar penting di era global untuk menghadapi 
tantangan ke depan yang semakin kompetitif maka pendidikan selayaknya sudah 
menjadi perhatian utama yang harus dibenahi, salah satunya adalah membenahi 
kualitas guru. Guru sebagai salah satu komponen yang penting untuk perbaikan 
kualitas pendidikan di Indonesia.  
Pada dasarnya tanggungjawab untuk memperbaiki kualitas pendidikan 
diantaranya ada pada guru PKn, karena guru PKn merupakan guru yang memiliki 
tugas yang besar untuk perbaikan moral siswa yang sekarang ini mengalami 
degradasi moral, apabila moral siswa baik perilaku siswa akan bisa amanah untuk 
menjalankan pengetahuan yang diperoleh pada mata pelajaran lainnya. Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar yang terdepan dalam 
perbaikan kualitas pembelajaran yang dapat menghasilkan sumber daya manusia 
yang berkualitas sebagai warga Negara yang baik. Untuk mewujudkan warga 
Negara yang baik guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berperan 
penting untuk hal tersebut, karena salah satu tujuan adanya mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang baik pada warga Negara. Akan tetapi tantangan ke depan di era 
globaliasi ini tidak mudah, karena pengaruh dari luar terhadap perilaku siswa juga 
besar. Apabila guru tidak mampu menghadirkan pembelajaran yang efektif dan 
efisien sesuai dengan perubahan yang terjadi maka bisa saja siswa tidak 
termotivasi untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  
 
PEMBAHASAN 
Guru Mata Pelajaran PKn yang Profesional di Era Global 
Guru yang profesional pada umumnya sesuai dengan pasal 10 Undang-
undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu memiliki kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  
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Di dalam Hamalik (2002: 35), di jelaskan bahwa: Kompetensi guru 
merupakan alat seleksi penerimaan guru, perlu ditentukan secara umum 
kompetensi apakah yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat 
diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon 
guru, maka akan terdapat pedoman bagi administrator dalam memilih mana guru 
yang diperlukan untuk satu sekolah. Asumsi yang mendasaari kriteria ini adalah 
bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat tersebut diharapkan akan berhasil 
mengemban tugasnya selaku pengajar di sekolah. 
Di dalam menciptakan guru-guru yang memenuhi kualifikasi profesional, 
pada masa sekarang, pemerintah telah menciptakan program-program pendidikan 
profesi, yang dilaksanakan terhadap seluruh guru-guru di Indonesia, yang 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 
Sebagian ahli memandang bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukan 
ilmu. Karena tidak semua orang berilmu bisa menjadi guru yang piawai dalam hal 
mengajar. Oleh karena itu mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang termasuk 
pekerjaan profesional, karena di butuhkan keahlian khusus, yang di dapat melalui 
pendidikan di lembaga tertentu. 
Berdasarkan pendapat diatas, menurut penulis, Guru Pendidikan 
Kewarganegaraan yang profesional, bukan hanya terpaku pada keahlian dan 
kemahiran, namun juga mencakup prilaku, moralitas, dan panggilan jiwa untuk 
mengabdi dan menjadi guru yang seutuhnya. Guru PKn yang profesional di era 
sekarang harus mampu memberikan teladan yang nyata tidak hanya teori saja. 
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 
pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Perguruan 
Tinggi (PT), merupakan mata pelajaran yang bertujuan atau membicarakan 
tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, disebut juga sebagai mata 
pelajaran pembentukan kepribadian, menurut Zamroni, sebagaimana dikutip 
Sofhian dan Asep Sahid (2011:9), “Pendidikan Kewarganegaraan adalah 
pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir 
kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada 
generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 
menjamin hak-hak warga masyarakat”. 
Sebagai sebuah mata pelajaran, PKn juga menuntut profesionalisme guru 
dalam mengajar, karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, 
baik pedagogik, sosial, kepribadian maupun kompetensi profesional, namun, 
masih banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran PKn tidak 
berkompeten dalam melaksanakan pembelajaran, atau lebih tepatnya tidak 
profesional, yang paling umum ditemui adalah ketidak sesuaian rumpun ilmu, 
artinya, guru yang mengajar PKn, tidak berasal dari lembaga yang khusus 
mendidik calon guru-guru PKn, harusnya jika ingin menciptakan pembelajaran 
yang baik, dan mendapatkan guru yang profesional dalam mengajar, perekrutan 
guru tidak didasarkan suka atau tidak suka, atau karena alasan yang bersifat 
subjektif, melainkan atas dasar yang objektif, yaitu kompetensi yang berlaku 
secara umum untuk semua calon guru.  
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Hamalik (2002: 35) menjelaskan bahwa: Kompetensi sangat diperlukan 
untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti 
masyarakat modern dewasa ini, guru yang professional harus mampu membuat 
keputusan yang tepat dan kemampaun membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk 
itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan 
kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi 
masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal dan malapetaka yang 
dahsyat. Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan 
penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi 
profesional dalam bidangnya.  
Guru merupakan komponen dalam belajar mengajar yang berinteraksi 
langsung dengan peserta didik, sehingga dituntut profesional. Jika memperhatikan 
beberapa karakteristik profesional guru, maka sudah sewajarnya bahwa guru mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional harus didukung oleh 
beberapa kompetensi sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan, diantaranya 
1. Guru PKn harus memiliki kompetensi pedagogik. 
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman 
wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, 
pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  
Guru PKn harus bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien 
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Menggunakan metode 
pembelajaran yang kontekstual sesuai dinamika yang terjadi pada lingkungan 
siswa. Guru PKn tidak hanya teori tetapi mencoba semaksimal mungkin untuk 
memberikan pembelajaran yang memberikan contoh yang relevan sesuai 
dengan kondisi yang ada di sekitar kita. 
2. Guru PKn harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu: memiliki kepribadian 
yang baik mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak 
mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif 
mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan 
berkelanjutan.  
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 
memiliki tugas mulia untuk membentuk kepribadian warga negara yang baik 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk membentuk kepribadian yang baik 
maka dibutuhkan guru yang memiliki kepribadian yang baik. Guru yang 
memiliki kepribadian yang baik berperan penting untuk memberikan contoh 
yang baik terhadap siswa, sehingga siswa akan tertarik untuk mengikuti pribadi 
yang baik tersebut. Apabila guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
tidak memiliki kepribadian yang baik, tentunya menjadi permasalahan 
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tersendiri yang dapat menghambat semangat belajar siswa karena gurunya 
kurang bisa memberikan contoh kepribadian yang baik. 
3. Guru PKn harus memiliki kompetensi sosial, yaitu kemampuan dalam 
hubungan dengan kemasyarakatan, sekurang-kurangnya meliputi: 
berkomunikasi lesan, tulisan, dan/atau isyarat, menggunakan teknologi 
komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan 
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 
didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Guru PKn ketika di 
masyarakat juga harus bisa berperan dan memberikan teladan yang baik. 
4. Guru PKn harus memiliki kompetensi profesional, meliputi: menguasai materi 
PKn secara baik sesuai dengan perkembangan zaman, penguasaan kurikulum, 
penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi 
keilmuannya. 
Dengan demikian, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan yang 
profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut, sehingga guru PKn 
dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab 
terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan 
norma yang berlaku dimasyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara 
indonesia yang baik. 
 
Tantangan Guru PKn di Era Global 
Di era global tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan semakin berat, 
karena secara langsung maupun tidak langsung globaliasi akan berpengaruh pada 
pendidikan pada umumnya dan berdampak pada perilaku siswa pada khususnya. 
Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Siswa pada dasarnya tidak 
mudah untuk menyerap dampak positif dari globalisasi dan siswa apabila tidak 
memiliki moral dan etika yang baik bisa saja siswa akan lebih mudah terpengaruh 
dampak negatif dari globalisasi, sehingga perilaku siswa menjadi kurang baik. 
Tentunya dengan adanya globalisasi tugas guru PKn untuk membentuk perilaku 
siswa yang baik tidak mudah. Memang di era global pendidikan harus bisa 
menyediakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era global.  
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak mudah, butuh peran 
serta dan kerjasama yang baik dari para guru diantara guru PKn. Sesuai dengan 
Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 menegaskan: pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
Rumusan pasal 3 di atas, jelaslah bahwa pendidikan nasional memiliki 
tujuan jangka panjang yang sangat mulia, yaitu menjadikan peserta didik beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di samping 
memiliki kompetensi sifat-sifat lain yang juga sangat penting dalam rangka 
pencapaian kualitas manusia yang sesuai dengan karakter jatidiri bangsa 
Indonesia. Poin penting yang perlu diperhatikan dari pasal diatas adalah manusia 
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yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak atau berkarakter mulia. Ketiga kompetensi 
ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman adalah fondasi 
yang mendasari ketaqwaan dan karakter seseorang. Taqwa menjadi bentuk 
pengamalan (aplikasi) dari keyakinan seseorang terhadap Tuhan (iman). 
Sedangkan karakter (akhlak) sebenarnya merupakan hasil atau akibat dari 
pelaksanaan taqwa. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang yang berkarakter 
seharusnya sudah memiliki iman yang kuat dan sudah memiliki ketaqwaan yang 
benar. 
Berangkat dari hal tersebut diatas, secara formal guru mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas yang besar untuk melaksanakan 
kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang mengarah kepada 
pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa memiliki landasan 
yuridis yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi krisis akhlak 
yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali juga pada siswa-siswi 
sekolah dasar. Untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak, kini upaya tersebut 
mulai dirintis melalui pendidikan nilai-nilai karakter. Dalam pemberian 
pendidikan nilai karakter di sekolah dasar, Kementerian Pendidikan Nasional 
membuat kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, 
antara lain; pertama, bahwa pendidikan karakter bangsa diberikan berdiri sendiri 
sebagai suatu mata pelajaran. Kedua, pendidikan karakter bangsa diberikan secara 
terintegrasi dalam mata pelajaran PKn, pendidikan agama, dan mata pelajaran lain 
yang relevan. Ketiga, pendidikan karakter bangsa terintegrasi ke dalam semua 
mata pelajaran. Kebijakan tersebut pada dasarnya sudah dijalankan sekolah akan 
tetapi hasil yang diperoleh pada setiap siswa masih kurang maksimal. Hal ini bisa 
dilihat dari kondisi yang ada di masyarakat sering terjadi hal-hal yang 
menyimpang dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat, diantaranya sering ada 
tawuran pelajar, mencontek massal, dan siswa kurang memiliki sopan santun.  
Adanya kondisi diatas tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan semakin 
menantang, mengingat materi yang harus disampaikan tidak hanya pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan tetapi juga harus bisa mengajarkan 
pendidikan karakter pada siswa. Adanya penambahan materi tentunya akan 
menambah materi maupun jam pembelajaran tetapi alokasi jam pembelajaran 
dikelas tidak ada penambahan. Guru PKn merupakan guru yang dominan 
bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah. 
Guru PKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung 
jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, 
moral, dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga 
negara indonesia yang baik. 
Pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata 
pelajaran yang bersifat dinamis. Dalam sejarahnya Pendidikan Kewarganegaraan 
kita telah mengalami banyak sekali pergantian dan perubahan. Pada tahun 1957 
muncul dengan nama Kewarganegaraan. Tahun 1961 berubah nama menjadi 
pelajaran Civics. Tahun 1968 berganti menjadi Kewargaan Negara. Tahun 1975 
berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) hingga pada kurikulum 
1984. Kurikulum tahun 1994 berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn). Tahun 2004 berubah dengan label baru 
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Kewarganegaraan berdasar Kurikulum 2004, 2006 menjadi Pendidikan 
Kewarganegaraan(PKn) berdasarkan Standar Isi dan 2013 menjadi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kembali. 
Barangkali diantara mata pelajaran lainnya mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan yang paling sering mengalami perubahan. Para guru yang 
sebe1umnya mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
se1anjutnya akan mulai mengajarkan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraani. Merupakan peluang sekaligus tantangan bagi guru Pendidikan 
Kewarganegaraan untuk mampu mengembangkan pembelajaran sehingga berhasil 
sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. 
Dalam kurikulum Standar Nasional PKn untuk Pendidikan Dasar dan 
Menengah disebutkan bahwa visi PKn adalah mewujudkan proses pendidikan 
yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga 
negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya 
mampu mendukung berkembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi yang 
diemban mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut: 
1. Memanfaatkan kenyataan dan kecenderungan masyarakat yang semakin 
transparan, tuntutan, tuntutan kendali mutu yang semakin mendesak dan proses 
demokratisasi yang semakin intens dan meluas sebagai konteks dan orientasi 
pendidikan demokrasi. 
2. Memanfaatkan substansi berbagai disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana 
pedagogis untuk menghasilkan dampa instruksional dan pengiringnya 
wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan sehingga dihasilkan 
desain kurikulum yang bersifat interdisipliner. 
3. Memanfaatkan berbagai konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang 
memungkinkan para peserta didik mampu belajar demokrasi dalam situasi 
yang demokratis. 
Berdasarkan visi dan misi tersebut, mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga 
Negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, disposisi, dan keterampilan 
kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara 
cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara Indonesia. 
Pengembangan kemampuan atau kecerdasan warga Negara sebagai tujuan 
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan diwujudkan melalui 
pemahaman, keterampilan sosial, dan intelektual, serta partisipasi dalam 
memecahkan permasalahan lingkungan. Selanjutnya, upaya pengembangan 
kecerdasan warga negara sebagai tujuan PKn diorganisasi dalam kurikulum yaitu 
Kurikulum Standar Nasional PKn untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Adanya perubahan pada materi dan tujuan pada mata pelajaran PKn 
membuat paradigma mata pelajaran PKn berubah. Paradigma baru pendidikan 
kewarganegaraan berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis atau 
lebih dikenal dengan masyarakat madani (civil society) (Muchson AR, 2003). 
Paradigma baru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupaya 
memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan 
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serta aktif dalam system pemerintahan yang demokratis. Pendidikan 
Kewarganegaraan menjadi strategis dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan 
negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa negara demokrasi 
dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara 




Guru PKn merupakan guru yang dominan bertanggung jawab terhadap penanaman 
nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah. Guru PKn dituntut bukan hanya sebagai 
pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan 
perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku 
dimasyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara indonesia yang baik. 
Guru PKn yang profesional harus memiliki empat kompetensi yang sudah 
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri 
dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesianal. Dari keempat kopetensi yang harus dimiliki guru tersebut 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ke empat-empatnya merupakan 
komponen yang terintegarsi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang 
profesional. Guru PKn diharapkan tidak hanya transfer khowledge, tetapi harus 
bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti yang bermoral sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila. 
Tantangan guru PKn di era global semakin berat mengingat guru PKn dituntut 
untuk menjadi guru yang bisa membentuk perilaku para siswa yang memiliki 
moral yang baik. Untuk membentuk menjadi warga Negara yang memiliki moral 
yang baik tidak mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang 
semakin pesat selain berdampak positif juga negatif. Apabila peserta didik tidak 
memiliki moral yang kuat tentunya siswa akan terpengaruh pada hal-hal yang 
negatif yang bisa merusak moral siswa. Materi mata pelajaran yang bersifat 
dinamis, dimana setiap saat materi mata pelajaran bisa berubah sesuai dengan 
kebijakan kementerian pendidikan nasional, sehingga guru PKn harus aktif 
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